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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan bahwa yang disebut Warga Binaan adalah Narapidana, Anak 

Binaan dan Klien. Menurut Harsono, Narapidana adalah seseorang yang telah 

divonis hakim dan harus menjalani hukumannya (dalam Michael, 2017: 251). 

Wilson menyatakan bahwa Narapidana adalah manusia yang melakukan 

kesalahan sehingga dipisahkan dari masyarakat untuk belajar menjalani 

kehidupan bermasyarakat dengan baik (dalam Panjaitan dan Purwati, 2017: 

122). Hukuman yang dibebani kepada Narapidana merupakan 

pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) dari perbuatan yang 

telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana  (Putranti dan Anggraeny, 2022: 

787). Hukuman tersebut dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. 

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan 

HAM, menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga yang 

melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana, secara filosifis 

Pemasyarakatan memiliki fungsi sebagai upaya untuk menghindari terjadinya 

proses penghukuman yang tidak manusiawi. Proses belajar (learning process) 

penyerapan kehidupan Narapidana di dalam Lapas mencapai tujuan menjadi 
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masyarakat yang baik dengan mencegah prisonisasi serta meminimalisasi 

penderitaan dalam pemenjaraan (Sulhin, 2010:143).  

Menurut Didin Sudirman bahwa upaya untuk memperkecil prisonisasi 

dan stigmatisasi masyarakat, Narapidana memiliki hak-hak yang dilindungi 

oleh Undang-Undang Pemasyarakatan (dalam Ghozali et al., 2016: 3186). 

Adapun hak-hak Narapidana tersebut diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang 

No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, diantaranya Narapidana berhak: 

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan atau kepercayaan; 

2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; 

3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta 

kesempatan mengembangkan potensi; 

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai 

kebutuhan gizi; 

5. Mendapat layanan informasi; 

6. Mendapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum; 

7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang 

tidak dilarang; 

9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan 

penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan 

yang membahayakan fisik dan mental; 

10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja; 

11. Mendapat pelayanan sosial; dan  
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12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat pendamping 

dan masyarakat. 

Pemenuhan hak Narapidana merupakan upaya yang bersifat 

berkesinambungan, hal tersebut menjadi indikator mencapai tujuan dari 

sistem pemasyarakatan, pemenuhan hak Narapidana memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan pembinaan Narapidana. Pemenuhan hak tersebut 

tidak optimal maka tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana yang 

disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang 

Pemasyarakatan menjadi gagal (Kusuma, 2013: 103).  

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana pada prosesnya tidak 

terlepas dari adanya kendala-kendala yang muncul, hal tersebut disebabkan 

karena kurangnya pemahaman peraturan yang terkandung dalam undang-

undang oleh petugas pemasyarakatan atau narapidana itu. Kelayakan lembaga 

pemasyarakatan, kelebihan hunian (overcapacity), sarana prasarana, dan 

kurangnya personil pemasyarakatan menjadi pemicu pemenuhan hak-hak 

narapidana tidak terpenuhi. 

Pesatnya perkembangan kriminalitas di Indonesia membuat lapas dan 

rutan mengalami peningkatan hunian, dilansir dari dataindonesia.id jumlah 

kejahatan di Indonesia pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 7,3%. 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat sebanyak 276.507 

kejahatan terjadi di Indonesia sepanjang 2022 (Sadya, n.d.). Meningkatnya 

kriminalitas di Indonesia menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Subang mengalami kelebihan hunian. Berdasarkan data penghuni Lapas 
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Kelas II A Subang pertanggal 09 Juni 2023 tercatat saat ini Lapas Kelas II A 

Subang dihuni oleh 709 Warga Binaan, kondisi ini telah melebihi batas 

kapasitas Lapas sebanyak 400 orang. Meningkatnya jumlah Narapidana pada 

Lapas Kelas II A Subang menimbulkan permasalahan yang berdampak 

kepada kehidupan Narapidana dan petugas. Akibata kelebihan kapasitas ini 

membuat masalah pada sistem pelayanan didalam bidang pemenuhan hak 

atas kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. 

Pemenuhan hak kesehatan narapidana masih banyak yang hanya 

menjadi pengakuan didalam perundang-undangan namun dalam 

implementasinya masih ada yang jauh dari realita. Kondisi tersebut 

menimbulkan permasalahan dalam sistem pelayanan kesehatan yang 

diakibatkan oleh ketidaksesuaian daya tampung dan jumlah hunian Lapas. 

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Pasal 9 Huruf d telah tercantum secara 

khusus hak narapidana untuk "mendapatkan pelayanan kesehatan dan 

makanan yang layak". Hal ini menjelaskan bahwa Narapidana berhak 

mendapatkan pelayanan kesehatan, akan tetapi dengan keadaan Lapas 

overcapacity pelayanan kesehatan akan menjadi kurang baik, ditambah 

dengan fasilitas dan petugas kesehatan yang tidak memenuhi maka tujuan 

pemasyarakatan tidak dapat terlaksana (Terry, 2022: 5).  

Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan oleh Penulis pada Lapas 

Kelas II A Subang bahwa Lapas tersebut belum memiliki Psikiater sebagai 

layanan terapi dan konseling untuk menangani kesehatan secara mental yang 

diderita oleh Narapidana, sehingga Narapidana yang menderita gangguan 
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mental mengalami kesulitan untuk menangani penyakit mental yang 

dideritanya. Keterangan yang diberikan oleh Bapak Asep selaku perawat dari 

pihak Klinik Lapas Kelas II A Subang, bahwa Kunjungan Narapidana ke 

Klinik Lapas terus meningkat (wawancara pada 7 Mei 2023). Narapidana 

yang mengunjungi Klinik tersebut bukan hanya Narapidana yang mengalami 

sakit secara fisik, tetapi paling banyak Narapidana dengan gangguan mental. 

Hal tersebut menjadi pemicu meningkatnya pasien Klinik Lapas Kelas II A 

Subang.  

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Narapidana sudah 

seharusnya dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral 

Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM No. PAS-36.OT.02.02 tahun 

2020 tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. Pada kenyataannya, 

kondisi lapas belum siap dikarenakan sarana dan prasarana yang belum 

memadai menyebabkan timbulnya masalah-masalah baru. Masalah utama 

terjadi akibat kondisi tersebut yaitu, menurunnya tingkat kesehatan 

Narapidana. Berdasarkan problematika yang telah Penulis paparkan, maka 

Penulis tertarik menulis dalam penelitian skripsi dengan judul 

“EFEKTIFITAS PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN 

WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A 

SUBANG”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka 
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rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan 

Lapas Kelas II    A Subang? 

2. Apa kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan  warga binaan 

Lapas Kelas II A Subang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

untuk  mengetahui: 

1. Efektivitas pemenuhan hak kesehatan bagi warga binaan lapas kelas II 

A Subang 

2. Kendala dan upaya dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaan 

Lapas Kelas II A Subang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Universitas Ahmad Dahlan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan 

kajian baik secara teoritis maupun praktis bagi Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Sebagai masukan dalam 

pengembangan Ilmu Hukum khusunya pada penelitian-penelitian 

terkait efektivitas pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Subang. 

2. Masyarakat 
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Menambah wawasan dan bahan bacaan bagi masyarakat yang ingin 

memperluas ilmu pengetahuan mengenai efektivitas pemenuhan hak 

kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Subang. 

3. Penulis 

Menambah wawasan berpikir dan pengetahuan peneliti khususnya 

mengenai tulisan yang sama, dan menjadi khasanah keilmuan yang 

bermanfaat bagi peningkatan ilmu pengetahuan khususnya di bidang 

hukum pidana.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Metode adalah pedoman tentang cara seseorang ilmuan 

mempelajari dan memahami langkah-langkah yang dihadapi (Mamudji, 

2007: 6). Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan 

hasil penelitian (Narbuko dan Achmadi, 1997: 1). Metode penelitian 

merupakan suatu cara untuk melakukan penelitian melalui aktivitas 

pencarian, pencatatan, perumusan, dan analisis dari suatu objek 

penelitian. 

Berdasarkan judul penelitian ini, maka penulis dalam 

mengadakan penelitian menggunakan jenis penelitian normatif empiris. 

Metode penelitian normatif empiris merupakan metode penelitian 
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penggabungan antara unsur hukum normatif dengan didukung oleh 

data-data dari unsur empiris (Susanti, 2018:67). 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan suatu hal yang diteliti baik 

orang lembaga ataupun benda (organisasi). Pada dasarnya subjek 

penelitian ialah suatu hal yang menjadi kesimpulan pada 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Menurut Suharsimi 

Arikanto (dalam Surokim, 2016: 129-130) ada batasan pada 

subjek penelitian sebagai benda hal atau orang tempat data untuk 

variable penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Subjek 

penelitian yang dilakukan Penulis ini adalah warga binaan 

pemasyarakatan dan petugas pemasyarakatan pada Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Subang.   

b. Objek Penelitian 

Objek Penelitian adalah permasalahan yang diteliti dalam 

kegiatan penelitian. Objek penelitian menjelasan mengenai apa 

dan atau siapa objek penelitian (Umar, 2005: 303). Objek 

penelitian yang dilakukan oleh Penulis merupakan efektivitas 

pemenuhan hak kesehatan warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II A Subang.  

3. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 
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II A Subang, yang beralamat di Jl. Palabuan No.3, Sukamelang, Kec. 

Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41211. 

4. Sumber Data dan Bahan Hukum  

a. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini akan menggunakan data 

primer dan data sekunder. 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari 

penelitian lapangan, yang diambil dari kata-kata dan 

tindakan yang diamati atau diwawancara. Pencatatan 

sumber data utama pengamatan atau observasi dan 

wawancara adalah hasil gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar dan bertanya yang dilakukan Penulis secara 

sadar, terarah dan bertujuan mendapatkan informasi yang 

diperlukan diperoleh secara langsung dari responden. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang bersumber 

dari penelitian kepustakaan, data ini tidak diperoleh secara 

langsung dari sumber pertamanya, melainkan dari sumber 

data-data terdokumen dalam bentuk bahan-bahan hukum. 

b. Bahan Hukum 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama 
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yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2022 telntang 

Pelmasyarakatan. 

b) Ulndang-Ulndang No. 29 Tahuln 2009 telntang 

Pellayanan Pulblik 

c) Pelratu lran Pelmelrintah No. 28 Tahuln 2006 telntang 

Pelrulbahan Atas Pelratulran Pelmelrintah No. 32 Tahuln 

1999 telntang Syarat Dan Tata Cara Pellaksanaan Hak 

Warga Binaan Pelmasyarakatan. 

d) Kelpultu lsan Direlktulr Jelndral Pelmasyarakatan 

Kelmelntrian Hulkulm dan HAM No. PAS-36.OT.02.02 

Tahuln 2020 telntang Standar Pellayanan 

Pelmasyarakatan. 

2) Bahan Hulku lm Selkulndelr  

Bahan hulkulm selkulndelr melrulpakan bahan hulkulm 

yang melmiliki fulngsi ulntulk melmpelrjellas ataul selbagai 

pellelngkap dari bahan hulkulm primelr yang bellulm 

dipositivasi selcara formil, selpelrti hasil-hasil pelnellitian, 

pelndapat ahli hulkulm, naskah akadelmik, julrnal ilmiah, 

tullisan-tullisan pada intelrnelt, dan sulmbelr lain yang 

belrkaitan delngan pelnellitian pelnelliti.  

3) Bahan Hulku lm Telrsielr  



11 

 

 

 

Bahan hulkulm telrsielr melrulpakan bahan hulkulm yang 

melmbelrikan peltulnjulk maulpuln pelnjellasan selbagai 

pellelngkap lelbih lanjult dari bahan hulkulm primelr dan 

selkulndelr selpelrti Kamuls Belsar Bahasa Indonelsia, Kamuls 

Hulkulm, Kamuls Bahasa Inggris, dan lainnya.  

5. Meltodel Pelndelkatan 

Meltodel pelndelkatan pada pelnellitian ini melnggulnakan yu lridis 

sosiologi. Yulridis sosiologis adalah cara pelmelcahan masalah delngan 

melnelliti data selkulndelr yang belrulpa bahan-bahan hulkulm ataul pelratulran 

hulkulm yang belrlakul, kelmuldian dilanjult delngan melnelliti data primelr di 

lapangan. Pelnellitian ini dimaksuldkan delngan melnelmulkan kelbelnaran 

yaitul Elfelktivitas Pelmelnu lhan Hak Kelselhatan Warga Binaan di Lelmbaga 

Pelmasyarakatan Kellas II A Sulbang (Laksana, 2016: 77).  

Meltodel yulridis sosiologis dalam pelnellitian ini dilelngkapi delngan 

pelndelkatan: 

a. Pelndelkatan Pelrulndang-ulndangan (Statultel Approach)  

Pelndelkatan ulndang-ulndang adalah pelndelkatan delngan 

melngullas selmula ulndang-ulndang dan atulran yang belrakaitan 

delngan pelrmasalahan hulkulm yang seldang ditelliti. Pelndelkatan ini 

melmbultulhkan pelmahaman helirarki dan asas-asas dalam 

pelratulran pelrulndang-ulndangan. Pelratulran-pelrulndang-ulndangan 

adalah pelratulran yang telrtullis belrisi norma-norma hulkulm yang 

melngikat selcara u lmulm kelmuldian dibelntu lk ataul diteltapkan olelh 
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lelmbaga nelgara ataul peljabat yang belrwelnang yang tellah diatulr 

proseldulrnya dalam pelrulndang-ulndangan. Pelndelkatan ini dapat 

dikatakan pelndelkatan melnggulnakan lagasi dan relgullasi 

(Marzulki, 2021: 136) 

b. Pelndelkatan Kasuls (Casel Approach) 

Pelndelkatan kasuls didalam pelnellitian normatif belrtuljulan 

selbagai cara melmpellajari pelnelrapan norma-norma ataul kaidah 

hulkulm yang dilakulkan dalam praktik hulkulm. Pelndelkatan ini 

digulnakan ulntulk kasuls-kasuls yang tellah dipultuls olelh hakim. 

Kasuls-kasuls telrselbult belrmakna elmpiris, teltapi dalam pelnellitian 

normatif dapat dipellajari dalam melmpelrolelh gambaran telrhadap 

dampak dimelnsi pelnormaan dalam sulatu l atulran hulkulm dalam 

praktik hulkulm, selrta melnggulnakan hasil analisis telrselbult selbagai 

bahan masulkan elksplansi hulkulm (Fajar dan Achmad, 2010: 190-

191). 

Pelnullis dalam pelnellitiannya melnggulnakan pelndelkatan ini 

belrtuljulan ulntulk mellihat elfelktivitas pelmelnulhan hak warga binaan 

pada Lelmbaga Pelmasyarakatan kellas II A Sulbang. Kasuls yang 

ditelliti olelh pelnullis melmang bulkan belrbelntulk pultulsan 

pelngadilan, teltapi hal ini dimulngkinkan dalam pelndelkatan kasuls 

ini. Karelna tidak selmula kasuls yang dilaku lkan pelndelkatan kasuls 

haruls yang belrbelntulk pelngadilan  (Wicaksana dan Rachman, 

2018: 321) 
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c. Pelndelkatan Strulktulral 

Pelndelkatan Strulktulral adalah sulatul meltodel pelndelkatan cara 

pelncarian telrhadap sulatul kelnyataan yang sasarannya bulkan hanya 

selcara individul yang belrdiri selndiri dilu lar kelsatulannya, teltapi 

dituljulkan pulla kelpada hulbulngan antar ulnsulrnya (Irwansyah, 

2020:205).  

d. Pelndelkatan Intelrdisiplinelr (Intelrdisciplinsry Approach) 

Pelndelkatan intelrdisiplinelr adalah meltodel pelndelkatan yang 

digulnakan ulntulk melmelcahkan sulatul pelrmasalahan hulkulm 

delngan melnggulnakan belrbagai suldult pandang disiplin ilmul yang 

masih melmiliki satul keltulrulnan. pelndelkatan intelrdisiplinelr 

(Irwansyah, 2020:208). 

6. Meltodel Pelngulmpullan Data 

a. Stuldi Kelpulstakaan (litelratulrel Relselarch) 

Stuldi Pulstaka dilakulkan delngan melngulmpullkan, melngkaji 

dan melngellola selcara sistelmatik bahan-bahan kelpulstakaan, 

selpelrti bulkul, julrnal, laporan pelnellitian, selrta dokulmeln-dokulmeln 

pelndulkulng lainnya ulntulk melmelnulhi bahan hulkulm selkulndelr.  

b. Wawancara 

Wawancara adalah sulatul melkanismel pelngulmpullan data 

yang dilakulkan selcara langsulng delngan pelrtanyaan yang telrarah 

delngan tuljulan yang jellas dan rellelvan selsulai delngan pelnellitian. 

7. Analisis Data 
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Analisis data adalah sulatul melkanismel pelngellolaan data belrulpa 

hasil pelnellitian selhingga melnjadi informasi yang melmbelrikan 

pelmahaman delngan muldah dan belrmanfaat. Pelnellitian ini 

melnggulnakan analisis selcara kulalitatif, data telrselbult belrkaitan delngan 

inti pelrmasalahan, caku lpan dan idelntifikasi masalah yang disajikan 

melnggulnakan pelndelkatan delskriptif analitis selhingga data yang 

dihasilkan melnjadi relfelrelnsi yang komprelhelnsif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


